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Abstrak 
Lahirnya otonomi desa menjadikan desa untuk lebih mandiri dalam mengurus rumah tangga desanya. Dengan ditebitkannya 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa membuat pemerintahan desa memiliki badan otonomi sendiri untuk mengelola keuangan desa. Peran dan 
tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas. Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa sangat besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam 
perencanaan dan penggunaannya, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil 
yang maksimal dalam penggunaan dana desa tersebut. Saat ini menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) banyak Aparat 
Desa khususnya Kepala Desa yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah problematika hukum dalam penysusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan desa dan apakah faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan 
penyusunan APBDes. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, problema hukum dalam penyusunan APBDes melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, 
evaluasi dan penetapan. Namun pada tahap persiapan proses penyusunan APBDes tersebut tidak melibatkan masyarakat secara 
langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang terkait pengelolaan keuangan desa. faktor penghambatnya perangkat 
Desa dan Lembaga Himpunan Desa kurang memahami Undang-undang Desa dan peraturan pelaksananya, lemahnya kemampuan 
perencanaan. 
Kata Kunci: Dana Desa; Otonomi Desa; Problematika Hukum. 
 
Abstract 
The birth of village autonomy has made the village more independent in taking care of the household in the village. With the 
promulgation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Domestic Metric Regulation Number 20 of 2018 concerning Village 
Financial Management makes village governments have their own autonomous bodies to manage village finances. Roles and 
responsibilities received by villages have not been matched with adequate Human Resources (HR) in terms of both quantity and 
quality. Even though the funds owned by a village are very large, but if they are not properly regulated in their planning and users, it 
will result in these funds being wasted or unable to provide maximum results in the use of these village funds. At present Indonesia 
Corruption Watch (ICW) many Village Officers, especially the Village Head, are affected by Hand Tagging Operations (OTT) by the 
Corruption Eradication Commission (KPK). The problem that will be discussed in this study is how the legal problems in the 
preparation of the Village Budget (APBDes) for village development and what are the inhibiting factors in implementing the APBDes 
preparation. The method used is normative legal research and empirical legal research. The results showed that, the legal problems 
in the preparation of APBDes went through 3 (three) stages, namely the preparation, evaluation and determination stages. However, 
in the preparation stage of the APBDes preparation process, it did not directly involve the community as stipulated in the legislation 
related to village financial management. the inhibiting factors of the Village apparatus and Village Association Institutions lack 
understanding of the Village Law and its implementing regulations, weak planning ability. 
Keywords: Village Funds; Village Autonomy; Legal Problems. 
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PENDAHULUAN  
Dana desa merupakan bentuk 
bantuan dari pemerintah sebagai sarana 
penunjang dan sarana penstimulus 
pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang ada di desa, bantuan 
tersebut dipergunakan sebagai fasilitas 
masyarakat dalam mengembangkan dan 
memajukan produktivitas sebuah desa 
(Luthfi Nur Fahri and others, 2017). 
Anggaran pemerintah yang diberikan 
kepada desa pada hakikatnya digunakan 
untuk meningkatkan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat.  
Pelaksanaan otonomi desa 
mendorong pemerintah dan masyarakat 
desa untuk lebih mandiri dalam mengatur 
dan mengurus rumah tangga desa (Aziiz, 
2019), termasuk dalam hal ini adalah 
mengatur dan mengurus Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), 
Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagai 
salah satu sumber anggaran penerimaan 
atau pendapatan desa memainkan peran 
yang sangat penting dalam pembangunan 
desa, dan bagi pelaksanaan otonomi Desa. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) merupakan bagian integral dari 
perangkat kebijakan pembangunan dan 
rumah tangga desa. Dalam mendukung 
pelaksanaan pembangunan di desa 
diperlukan kepastian biaya yang berasal 
dari berbagai sumber baik pemerintah, 
swasta maupun masyarakat setempat. 
Tahap perencanaan dan 
penganggaran, pemerintah desa harus 
melibatkan masyarakat desa yang 
dipresentasikan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga 
program kerja dan kegiatan yang disusun 
dapat mengakomodir kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat desa serta sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki oleh 
desa (Yunanto, 2014). Oleh karena itu 
pemerintah desa  harus bisa menerapkan 
prinsip akuntabilitas dalam tata 
pemerintahannya. Semua kegiatan harus 
dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Peran dan tanggung jawab yang 
diterima oleh desa belum dimbangi 
dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
memadai baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas. Besarnya dana yang harus 
dikelola oleh pemerintah desa memiliki 
risiko yang cukup tinggi dalam 
pengelolaannya (Sutanto, 2015). Oleh 
sebab itu pemerintah, pemerintahan 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
turut membantu memberdayakan 
masyarakat desa dengan pendampingan 
dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pemantauan pembangunan desa. 




Meskipun dana yang dimiliki oleh 
suatu desa sangat besar, tetapi bila tidak 
diatur dengan baik dalam perencanaan 
dan penggunanya, maka akan 
mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-
sia atau tidak bisa memberikan hasil yang 
maksimal kepala desa tersebut. Dalam 
proses implementasi anggaran desa 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
masyarakat, penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, tanggapan 
terhadap aspirasi yang berkembang di 
masyarakat, dan disusun secara 
profesional (Jumaiyah Jumaiyah and 
Wahidullah Wahidullah, 2019). 
Pengelolaan dana desa diharapkan 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Masyarakat yang sejahtera 
akan menjadikan negara kuat dan mampu 
bersaing dengan negara-negara yang lain. 
Kesejahteraan merupakan kondisi 
terpenuhinya kebutuhan hidup yang 
semakin berkualitas, oleh karena itu 
kesejahteraan merupakan nilai utama yang 
selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan 
oleh setiap manuasi (Ahmad Mustanir and 
Darmiah Darmiah, 2016). Dana desa 
merupakan salah satu faktor penting 
dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu harus dikelola 
dengan baik agar efektif dan efisien. 
Desa Paku Negara Kecamatan 
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 
merupakan salah satu desa yang menerima 
alokasi dana desa. Setiap aparat di Desa 
Paku Negara dituntut untuk mampu 
mengelola alokasi dana desa sesuai dengan 
pembangunan desa berbasis 
pemberdayaan. Dengan dikeluarkannya 
alokasi dana desa oleh pemerintah 
menjadikan Desa Paku Negara semakin 
mudah untuk berkembang. Hanya saja 
terdapat masalah pokok dalam 
pelaksanaan alokasi dana desa terutama 
pada tahap penyusunan pendapatan dan 
belanja desa. Hal ini karena kurangnya 
sumber daya manusia handal yang 
tersedia. Profesionalitas aparat Desa Paku 
Negara dalam mengalokasikan dana desa 
dan menyusun anggaran pendapatan dan 
belanja desa.  
Menurut wawancara dengan Ihwani 
selaku bendahara Desa Paku Negara 
bahwa hanya terdapat satu orang aparat 
desa yang berlatar belakang sarjana 
selebihnya adalah sekolah menegah atas 
(Hasil wawancara dengan Bpk. Ihwani, 
Bendadara Desa Paku Negara Kabuapeten 
Pesisir Barat). Padahal dalam menentukan 
program-program yang akan dijalankan 
memerlukan analisis yang tepat terhadap 
masalah-masalah desa untuk dibuat suatu 
program. Dalam melakukan musyawarah 
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desa, aparat Desa Paku Negara tidak 
mengikutsertakan masayarakat untuk 
berpartisipasi dalam menentukan 
anggaran untuk pembangunan desa. 
Berdasarkan penelitian tersebut di atas, 
permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah 
problema hukum dalam proses 
penyusunan APBDes untuk menunjang 
pembangunan desa di Desa Paku Negara 
Kabupaten Pesisir Barat dan apakah 
faktor-faktor penghambat dalam proses 
penyusunan APBDes di Desa Paku Negara 
Kabupaten Pesisir Barat. 
 
METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis normatif dan 
yuridis empiris (Muhammad, 2004). 
Metode yang digunakan tersebut dalam 
pelaksanaan penelitian dikakukan dengan 
mengkolaborasikan dalam bentuk 
pertanyaan dan fakta lapangan. 
Pendekatan masalah yang digunakan 
dalam penelitian ini dengan cara normatif. 
Suatu penelitian yuridus normatif adalah 
pendekatan yang dilakukan berdasarkan 
bahan hukum utama, menelaah hal-hal 
yang bersifat teoritis yang menyangkut 
asas-asas hukum, konsepsi hukum, 
pandangan dan doktrin-dotrin hukum, 
peraturan dan sistem hukum (Soekanto, 
2004). Penelitian yuridis empiris 
dilakukan dengan meneliti secara langsung 
ke lapangan untuk melihat secara langsung 
penerapan peraturan perundang-
undangan atau antara hukum yang 
berkaitan dengan penegakan hukum, serta 
melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap dapat 
memberikan informasi mengenai Proses 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) untuk Menunjang 
Pembanguan Desa di Desa Paku Negara 
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 
Pesisir Barat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Problematika Hukum dalam 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di 
Desa Paku Negara berdasarkan 
Perspektif Otonomi Desa  
Sebelum menguraikan problematika 
hukum dalam pengelolaan dana desa di Desa 
Paku Negara di Kabupaten Pesisir Barat, 
terlebih dahulu penulis akan menguraikan 
permasalahan yang sedang dialami oleh 
Kepala Desa, sehingga banyak kepala desa 
yang di OTT KPK. Dari data ICW bahwa pada 
akhir tahun 2019 terdapat 96 kasus OTT 
Kepala desa yang merugikan negara sebesar 
Rp. 37, 2 Miliar.  
Sektor yang paling rawan dikorupsi 
selama tahun 2019 yaitu anggaran desa. 
Ada sebanyak 96 kasus korupsi terkait 
anggaran desa dengan melibatkan 133 




orang tersangka. Artinya dirata-ratakan 
antara kasus dengan tersangka, apabila 
ada kasus korupsi yang terjadi maka aktor 
yang terlibat 1 (satu) orang dan paling 
banyak 2 (dua) orang. Sementara itu 
kerugian negara yang ditimbullkan 
sebesar Rp. 37,2 miliar. Apabila dirata-
ratakan maka setiap kasus korupsi yang 
terjadi menimbulkan kerugian negara 
sebesar Rp. 387 juta. 
Dalam konteks korupsi anggaran 
desa, pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 
(2) bahwa pendapatan desa dikelompokan 
menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli 
Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana 
Desa, bagian dari hasil pajak daerah, 
Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan 
keuangan dari APBD provinsi dan 
kabupaten/kota; 10 dan 3). Pendapatan 
lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor 
anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan 
dengan kucuran pemerintah pusat melalui 
program Dana Desa (DD). 
Desa Paku Negara ini pada awalnya 
merupakan bagian dari Desa Biha Kecamatan 
Pesisir Selatan, dalam proses perjalanannya 
setelah dilakukan otonomi daerah pemekaran 
desa maka terbentuklah Desa Paku Negara 
yang diresmikan pada tanggal 14 Juni 2007. 
Dalam proses perjalanannya Desa Paku 
Negara aktif dalam melakukan pembangunan 
baik fisik maupun non fisik. Sejak tahun 2007 
sampai sekarang, Desa Paku Negara sudah 
dipimpin oleh 2 (dua) orang Peratin sebutan 
lain dari Kepala Desa yaitu Bapak Imron 
Hakim selama dua periode dan saat ini 
dipimpin oleh Ibu Marliyanti yang semuanya 
akan membawa perubahan bagi Desa Paku 
Negara menjadi lebih baik. 
Berlakunya Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan 
tanggung jawab desa mengenai pemerintahan 
desa dan termasuk tata kelola keuangan dan 
aset desa adalah kewenangan mutlak bagi 
desa (Dewanta, 2004). Mengenai pelaksanaan 
tata kelola dan aset desa diatur dalam Pasal 93 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban. Proses Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) diatur dalam Pasal 101 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu 
melalui 3 (tiga) tahapan: tahap persiapan, 
tahap evaluasi, dan tahap penetapan. 
a. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan dilakukan oleh 
perangkat desa sesuai dengan ketentuan Pasal 
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101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
adalah sebelum bulan Oktober tahun berjalan 
(Khalida Shuha and others, 2018). Artinya 
tahap persiapan ini dilakukan setelah 
selesainya anggaran sebelumnya, dan untuk 
anggaran tahun berikutnya dipersiapkan 
sebelum bulan Oktober, dengan jarak 3 (tiga) 
bulan sebelum Bulan Oktober. Dalam tahapan 
persiapan ini juga Peraturan Desa tentang 
APBDesa harus diselesaikan paling lambat 
tanggal 31 Desember tahun anggran berjalan. 
Rancangan Peraturan Desa Paku 
Negara Nomor 02 Tahun 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2017 disepakati bersama 
oleh Peratin, Perangkat Desa, dan Lembaga 
Himpunan Desa Paku Negara Kabupaten 
Pesisir Barat pada tanggal 10 Oktober 2016 
dan telah ditetapkan melalui Keputusan Desa 
No. 34/PN/KPTS/2016 Tanggal 10 Bulan 
oktober Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Paku Negara 
Tahun 2019, maka kegiatan pembangunan di 
Desa sebesar Rp.1.579.202.491,- yang 
bersumber dari: 
Tabel 1 Sumber dana pertahun 2019 
No Asal Dana Nominal 
1 Alokasi Dana 
Desa 
Rp. 416.971.000,- 
2 Dana Desa Rp. 1.024.797.000,- 
3 Bantuan Provinsi Rp. 106.000.000,- 
4 Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi 
Rp. 10.509.000,- 
5 SILPA 2017 Rp. 20.925.491,- 
JUMLAH Rp. 1.579.201.491 
Sumber: APBDesa Paku Negara Tahun 2019 
 Tabel 2 Jenis Penggunaan Dana di 
Desa Paku Negara: 





2 Bidang Pembangunan 
Infrastruktur Desa 
Rp. 923.146.600 
3 Bidang Pembinaan 
Masyarakat Desa 




Rp. 201. 650.400 
JUMLAH Rp.1.579.202.850 
Sumber: APBDesa Paku Negara Tahun 2019 
Dalam hal penggunaan dana untuk 
pembangunan adalah sebagai berikut: 











Rp. 43. 643.900 












M x 0,6 
m x 
Rp.57.819.900 
























 JUMLAH                                          Rp. 691.721.400 
Sumber: APBDesa Paku Negara Tahun 2019 
Berdasarkan dari tahap persiapan di 
Desa Paku Negara, sebagian besar sudah 
mengikuti peraturan perundang-undangan 
dan peraturan Bupati Pesisir Barat, namun 
ada satu kejanggalan yang berakibat fatal 
dalam menyusun dan menentukan APBDesa 
yaitu tidak mengikutsertakan masyarakat. Hal 
ini berakibat tidak akan sesuai pembangunan 
yang diinginkan oleh masyarakat, karena 
dalam proses penyusunan APBDesa ini 
memuat semua jenis anggaran yang 
diprioritaskan untuk anggaran belanja satu 
tahun ke depan. Demikian juga dengan 
penggunaan dana yang bersumber dari 
APBDesa tahun 2018, menurut hasil 
wawancara dengan masyarakat Desa Paku 
Negara bahwa dana Desa yang bergulir tidak 
tepat pada sasaran yang diinginkan, aparat 
Desa menggunakan dana Desa tersebut 
diprioritaskan untuk pembangunan drainase, 
padahal masih banyak jalan yang rusak yang 
perlu diperbaiki dan jalan tersebut 
merupakan jalan Desa bukan jalan kabupaten 
ataupun provinsi tidak dimasukkan di dalam 
anggaran belanja Desa tersebut. Hal itulah 
yang membuat dana Desa tersebut tidak tepat 
sasaran yang diinginkan oleh masyarakat 
Desa Paku Negara. 
Tahap persiapan ini juga peran dari 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat 
diperlukan dalam mengawasi kinerja Kepala 
Desa dan Sekretaris Desa, sehingga dalam 
proses penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja desa sesuai dengan yang diamanatkan 
undang-undang dan peraturan pelaksananya 
(Siti Muslihah, 2019). Pasal 31 dan Pasal 32 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawartan Desa, menentukan 
fungsi Badan Permusyawartan Desa adalah 
melakukan pengawasan kinerja kepala 
desa/peratin dan menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pasal 
33 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan permusyawartan Desa 
memberikan penjelasan mengenai Penggalian 
Aspirasi Masyarakat. Lembaga Himpunan 
Desa Paku Negara melakukan penggalian 
aspirasi masyarakat yang dilakukan langsung 
kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, 
yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu 
dan uraian kegiatan, selanjutnya hasil 
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penggalian aspirasi masyarakat Desa 
disampaikan di dalam musyawarah Lembaga 
Himpunan Desa. 
b. Tahap Evaluasi 
Berdasarkan Pasal 102 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa, Tahap evaluasi 
dilakukan selambat-lambatnya 25 (dua puluh 
lima) hari sejak dilaksanakannya tahap 
persiapan (Yanhar Jamaluddin and others, 
2018), tahap evaluasi dilakukan oleh Camat 
terlebih dahulu sebelum dilakukan 
Musrenbang ditingkat Kabupaten (Putu Satria 
Satwika Anantha and I Ketut Sudiarta). 
Prosedur tahap evaluasi penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
meliputi: 
a. Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa yang telah disetujui bersama 
Lembaga Himpunan Desa (LHP) sebelum 
ditetapkan menjadi peraturan desa paling 
lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat 
untuk dievaluasi. 
b. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa disampaikan paling lama 20 
(dua puluh) hari kepada Peratin. 
Proses tahapan evaluasi penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada 
Desa Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 
Kabupaten Pesisir Barat yang berpedoman 
pada Pasal 25 Peraturan Bupati Pesisir Barat 
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa di Kabupaten Pesisir Barat, 
meliputi: 
a. Rancangan Peraturan Desa Paku Negara 
No. 2 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2017 yang telah disepakati 
bersama oleh Peratin Desa Paku Negara, 
Perangkat Desa dan Lembaga Himpunan 
Desa, disampaikan oleh Peratin Desa 
Paku Negara kepada Bupati Pesisir Barat 
melalui Camat Pesisir Selatan selanjutnya 
kepada Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Pesisir Barat paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 
dievaluasi, yaitu pada hari kamis tanggal 
23 Oktober 2016. 
b. Bupati Pesisir Barat menetapkan hasil 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa Paku 
Negara Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2017 pada hari Jum’at 
20 November 2016. 
Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh 
Peratin, Perangkat Desa dan Lembaga 
Himpunan Desa, selanjutnya disampaikan 
Peratin Desa Paku Negara kepada Bupati 
Pesisir Barat melalui Camat, kemudian Bupati 
Pesisir Barat menyepakati sekaligus 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tahun 
Anggaran 2017. Kendalanya dalam hal 
evaluasi ini ialah terkadang waktu yang 




disepakati tidak sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan dan Peraturan Bupati Pesisir Barat, 
sehingga menyebabkan keterlambatan dalam 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa 
tersebut. 
c. Tahap Penetapan 
Berdasarkan Pasal 103 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 
Tahun 204 tentang Desa, menentukan 
prosedur tahap penetapan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
meliputi: 
a. Berdasarkan hasil evaluasi 
Bupati/Walikota, Peratin, bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
melakukan penyesuaian Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
selanjutnya ditetapkan oleh Peratin 
menjadi Peraturan Desa; 
b. Peraturan Desa yang telah ditetapkan 
tersebut selanjutnya dikirim kepada 
Bupati/Walikota, bagian Pemerintahan 
Desa, dengan tembusan Inspektorat 
Daerah, bagian Hukum, dan Camat. 
Proses tahap penetapan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paku 
Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 
Pesisir Barat yang berpedoman pada Pasal 26 
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat, 
meliputi: 
a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati Pesisir 
Barat, Peratin Paku Negara, bersama 
Lembaga Himpunan Desa Paku Negara 
melakukan penyesuaian Rancangan 
Peraturan Desa Paku Negara Nomor 02 
Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Paku 
Negara Tahun Anggaran 2017 dan 
ditetapkan oleh Peratin Desa Paku Negara 
menjadi Peraturan Desa Paku Negara 
pada tanggal 20 November 2016. 
b. Peraturan Desa Paku Negara Nomor 02 
Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Paku 
Negara Tahun Anggaran 2017, yang telah 
ditetapkan pada tangal 20 November 
2016 tersebut selanjutnya dikirim kepada 
Bupati Pesisir Barat, bagian 
Pemerintahan Desa Paku Negara 
Kabupaten Pesisir Barat, dengan 
tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat, Kantor Camat Pesisir 
Selatan. 
Kegiatan penetapan tersebut 
menetapkan Peraturan Desa Paku Negara 
Nomor 02 Tahun 2016 tentang anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Paku Negara 
Tahun Anggaran 2017, yang menjadi dasar 
Perangkat Desa Paku Negara dalam 
mengalokasikan dana yang dikeluarkan oleh 
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Pemerintah agar tercapainya masyarakat yang 
sejahtera. 
 
Perubahan APBDes di Desa Paku 
Negara Kabupaten Pesisir Barat 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) dapat dilakukan 
perubahan sesuai dengan Pasal 40 
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 
Tahun 2015 tantang Pengelolaan 
Keuangan di Desa Pesisir Barat, meliputi: 
1. Perubahan Anggaran Pendapatn dan 
Belanja Desa dilakukan apabila: 
a. Keadaan yang menyebabkan harus 
dilakukannya pergeseran antara 
jenis belanja; 
b. Keadaan yang menyebabkan Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran 
(SILPA) tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun berjalan. 
c. Terjadi penambahan dan/atau 
pengurangan dalam pendapatan 
Desa pada tahun berjalan, 
dan/atau 
d. Terjadi peristiwa khusus, seperti 
bencana alam, krisis politik, krisis 
ekonomi, dan/atau kerusuhan 
sosial yang berkepanjangan. 
e. Perubahan mendasar atas 
kebijakan pemerintah dan 
pemerintahan daerah. 
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa hanya dapat dilakukan 
satu kali dalam tahun anggaran. 
3. SILPA tahun sebelumnya harus 
dgunakan dalam tahun berjalan antara 
lain untuk: 
a. Mendanai belanja 
pegawai/penghasilan tetap akibat 
adanya kebijakan Pemerintah atau 
Pemerintahan Daerah. 
b. Mendanai kegiatan lanjutan. 
c. Mendanai kegiatan baru dengan 
kriteria harus diselesaikan sampai 
batas akhir penyelesaian 
pembayaran dalam tahun 
anggaran. 
d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang 
capaian target kinerjanya 
ditingkatkan dari yang telah 
ditetapkan semula dengan kriteria 
harus diselesaikan sampai dengan 
batas akhir penyelesaian 
pembayaran dalam tahun 
anggaran berkenaan. 
4. Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa disusun oleh Sekretaris Desa dan 
disampaikan kepada Peratin untuk 
memperoleh persetujuan. 
5. Peratin menyampaikan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa kepada Lembaga Himpunan Desa 




(LHP) untuk dibahas dan disetujui 
bersama. 
6. Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa yang telah disetujui 
bersama paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja disampaikan kepada 
Bupati/Walikota untuk dievaluasi 
melaui Camat. 
7. Penyampaian Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa kepada 
Bupati/Walikota dilakukan setelah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa tahun berjalan dilaksanakan 6 
(enam) bulan. 
8. Hasil evaluasi dari Bupati/Walikota 
disampaikan paling lambat 25 (dua 
puluh lima) hari kerja kepada Peratin 
untuk selanjutnya ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 
Proses pelaksanaan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 
Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 
2017, meliputi: 
1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Paku Negara Kecamatan 
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 
Barat Tahun Anggaran 2017 dilakukan 
karena hal-hal sebagai berikut: 
a. Terjadi pengurangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
Paku Negara pada tahun berjalan 
yaitu tahun 2017. 
b. Keadaan yang menyebabkan Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran 
(SILPA) tahun 2016 harus 
digunakan tahun berjalan yaitu 
tahun 2017. 
2. Perubahan Angaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Paku Negara tahun 
Anggaran 2017 dilakukan sekali, yaitu 
setelah 2 (dua) bulan setelah 
ditetapkannya pada tanggal 24 
November 2016 dan mengalami 
perubahan pada tanggal 19 Januari 
2017 dan tanggal 12 Maret 2017. 
3. SILPA Desa Paku Negara Tahun 2016 
digunakan pada tahun 2017 antara 
lain untuk: 
a. Mendanai belanja 
pegawai/penghasilan tetap 
aparatur Desa Paku Negara. 
b. Mendanai peningkatan prasarana 
dasar desa tahun 2016 yang belum 
terselesaikan yang capaian target 
kinerjanya lebih ditingkatkan agar 
pada tahun 2017 dapat 
diselesaikan sampai batas akhir 
penyelesaian pembayaran dalam 
tahun anggaran berkenaan, yang 
kegiatan yang belum terselesaikan 
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tersebut meliputi pembangunan 
prasarana dasar sebagai berikut: 
1) Perabat Betonan pada Pemangku 
Bendungan (2 kilometer) dan 
Pemangku Tabak Jaya (1 
kilometer). 
2) Drainase pada Pemangku 
Sidorejo (3200 meter) 
3) Pembangunan Pos Ronda 4 Unit 
4) Pembangunan Gudang Karang 
Taruna (1 Unit, 5x7 meter) 
4. Rancangan Peraturan Desa Paku 
Negara tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2017 oleh Sekretaris Desa 
Paku Negara kepada Peratin Desa 
Paku Negara untuk memperoleh 
persetujuan. 
5. Peraturan Desa Paku Negara 
menyampaikan Rancangan Peraturan 
Desa Paku Negara tentang Perubahan 
anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Paku Negara Tahun Anggaran 
2017 kepada Lembaga Himpunan Desa 
(LHP) dan pada tanggal 7 Desember 
2016 untuk dibahas dan disetujui 
bersama. 
6. Rancangan Peraturan Desa Paku 
Negara tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
2017 disetujui bersama oleh Lembaga 
Himpunan Desa (LHP) dan Perangkat 
Desa pada tanggal 12 Desember 2016, 
dan disampaikan kepada Bupati 
Pesisir Barat untuk dievaluasi melalui 
Camat Pesisir selatan pada tanggal 15 
Desember 2016. 
7. Hasil evaluasi dari Bupati Pesisir Barat 
disampaikan melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 
selanjutnya kepada Camat Pesisir 
Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada 
tanggal 30 Desember 2016 untuk 
selanjutnya ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 
Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Paku 
Negara ditetapkan berdasarkan Pasal 40 
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa di Kabupeten Pesisir Barat 
jika terjadi hal-hal yang mengharuskan 
perubahan itu terjadi, hal tersebut 
dilakukan jika ada persetujuan dan 
pertimbangan yang matang dari pihak 
Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati 
dan Perangkatnya (Fauzi, 2013). Dalam 
melakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
memberitakan kepada seluruh Aparat 
Desa yang diwakili oleh Peratin, Sekretaris, 
Bendahara serta Lembaga Himpunan Desa 
agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bupati 
memberikan penjelasan kepada seluruh 
aparat desa mengenai adanya perubahan 




Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian dan 
wawancara dengan Marlianti selaku 
Peratin Desa Paku Negara dan Ihwani 
selaku Bendahara Desa Paku Negara, yang 
dilakukan dengan tatap muka secara 
bergantian dengan kedua responden 
tersebut di Balai Desa Paku negara, dalam 
tahap pencairan dana yang dilakukan oleh 
Bendahara dan Peratin Desa Paku Negara 
melelui 3 tahap yaitu; 
1. Tahap pencairan pertama yaitu 
sebesar 20%, untuk melaksanakan 
pencairan dana pada tahap pertama 
ini perangkat Desa Paku Negara harus 
sudah memiliki data berupa data fisik 
yang akan dibangun atau perbaikan 
yang menggunakan dana Desa 
tersebut. Karena dalam pencairan 
dana desa pada tahap pertama hanya 
sebesar 20% maka Aparat Desa Paku 
Negara menyiapkan material untuk 
pembangunan di Desa Paku Negara. 
Dalam penentuan tempat yang akan 
dibangunkan Aparat Desa Paku Negara 
selalu tidak sependapat dengan apa 
yang diingkan oleh masyarakat Paku 
Negara, karena sistem penggunaan 
dana Desa untuk pembangunan tidak 
terfokus untuk satu tidak saja namun 
harus minimal dua titik yang akan 
dilakukan pembangunan. Hal tersebut 
yang selalu membuat masyarakat 
tidak sepakat dengan keputusan yang 
dilakukan oleh Aparat Desa Paku 
Negara. 
2. Tahap pencairan kedua yaitu sebesar 
40% (empat puluh persen), pada 
tahap pencairan dana desa untuk 
tahap kedua ini Aparat Desa Paku 
Negara harus menyiapkan laporan 
pencairan pada tahap pertama berupa 
penggunaannya yang dibuktikan 
dengan laporan pertanggungjawaban 
pada tahap pertama, bukti lampiran 
nota pembelian material, bukti foto 
pembangunan atau material yang 
sudah dibeli. Dalam tahap pencairan 
yang kedua ini dana yang akan 
digunakan untuk pembangunan hanya 
sebesar 40% dari dana Desa yang 
tersisa, kemudian dalam tahap kedua 
ini juga pembanguan dilaksanakan 
harus merata pada titik yang telah 
ditentukan dalam penggunaan dana 
yang akan digunakan. 
3. Tahap pencairan ketiga yaitu 40% 
(empat puluh persen), pada tahap 
ketiga ini adalah tahap pencairan 
terakhir pada anggaran tahun ini, pada 
tahap ini juga aparat desa dalam 
mencairkan dana untuk pembangunan 
harus ada bukti yang telah dilakukan 
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berupa bukti penggunaan dana yang 
sudah terpakai, dan riciannya.  
Dana Desa Paku Negara yang sudah 
menjadi milik desa tidak bisa langsung 
diambil oleh Peratin dan Bendahara Desa 
begitu saja, namun harus menumpuh 
beberapa tahap yang perlu dilakukan. 
Dana desa yang dikirim oleh pemerintah 
pusat langsung masuk ke rekening desa 
(Nur, 2019), namun dalam proses 
pencairannya tidak bisa langsung karena 
dalam proses pencairan tersebut Paku 
Negara harus membuat laporan yang akan 
disampaikan kepada pemerintah 
kabupaten sebagai syarat dalam pencairan 
dana tersebut. 
Sejak diberlakukannya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan Peraturan Pelaksananya, Desa 
mempunyai hak untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri (Nurhayati, 2019). 
Dalam hal ini juga Pemerintahan Desa 
harus sedemikian rupa menggunakan dana 
yang diperuntukan untuk pembanguan 
dan pembelian alat-alat untuk keperluan 
desa (Tata Prasaja and Eko Wiratno, 
2019). Berikut ini ada beberapa data aset 
Desa Paku Negara yang bersumber dari 
dana desa pada tahun 2015-2019: 











8 M x 
10 M 
2015 219.782.500 
2 Mubiler 1 
Paket 
2015 8.800.000 
3 Drainase 250 
M 
2015 184.245.000 




























10 Laptop 1 
Unit 
2015 7.500.000 











































19 Drainase 530 
M 
2016 225.728.000 
20 Laptop 1 
Unit 
2016 6.500.000 
21 Printer 1 
Unit 
2016 1.500.000 





























































































58 M 2017 43.643.900 














  1.309.700.000 
Sumber: Data Aset Desa Paku Negara dari 
Dana Desa Tahun 2015 s/d 2017 
Berdasarkan data di atas bahwa 
sebagian besar dana digunakan untuk 
membeli perlengkapan desa dan 
sebagiannya lagi digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur Desa Paku 
Negara. Menurut hasil wawancara dengan 
Marlianti selaku Peratin Desa Paku Negara 
bahwa Dana Desa Untuk anggaran 
berikutnya akan digunakan untuk 
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membuat pariwisata alam yang 
bertempatan di Bendungan Way Biha Paku 
Negara. 
 
Faktor-faktor Penghambat dalam 
Proses Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) untuk Menunjang 
Pembangunan Desa pada Desa Paku 
Negara Kecamatan Pesisir Selatan 
Kabupaten Pesisir Barat 
Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Pendamping Desa Paku Negara 
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 
Pesisir Barat, Peratin Desa Paku Negara 
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 
Pesisir barat, Sekretaris Desa Paku Negara, 
Bendahara Desa, Lembaga Himpunan Desa 
Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 
Kabupaten Pesisir Barat, terdapat 
beberapa faktor penghambat dalam Proses 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) untuk menunjang 
pembangunan desa pada Desa Paku 
Negara Kecamatan Pesisir Selatan 
Kabupaten Pesisir Barat. 
Permasalahan yang menjadi faktor 
Penghambat dalam Proses Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
pada Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir 
Barat adalah sebagai berikut: 
1. Sumber Daya Manusia, yaitu 
Perangkat Desa dan Lembaga 
Himpunan Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Desa 
masih lemah jika ditinjau dari 
pemahaman dan pelaksanaan sesuai 
dengan acuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu 
mengingat bahwa Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan semua peraturan pelaksanaannya 
merupakan peraturan perundang-
undangan yang masih baru. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Perangkat Desa Paku Negara, bahwa 
perangkat Desa dan Lembaga 
Himpunan Desa belum memahami 
Undang-undang Desa dan Peraturan 
Pelaksanaannya, karena pihak 
Pemerintah Daerah belum maksimal 
dalam memberikan sosialisasi kepada 
Pemerintahan Desa yang dalam hal ini 
aparat desa dan Lembaga Himpunan 
Desa tentang Undang-undang Desa 
dan Peraturan Pelaksanaannya serta 
peraturan-peraturan lain yang 
berkaitan dengan proses penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa). Menurut Analisis 
penulis hal ini berakibat belum 
maksimalnya pola perumusan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa walaupun pada proses 
perumusan umumnya telah 
melibatkan seluruh komponen 




aparatur desa. Hal tersebut berkaitan 
dengan lemahnya tingkat pendidikan 
yang ada di Desa Paku Negara, 
sehingga sumber daya manusia tidak 
mengerti tentang peraturan 
perundang-undangan yang sedang 
berlaku. 
2. Sulitnya sosialisasi dengan 
masyarakat, hampir keseluruhan 
masyarakat masih acuh terhadap 
informasi yang disampaikan oleh 
aparat desa terkait penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Peratin dan Sekretaris Desa 
Paku Negara bahwa masyarakat Desa 
Paku Negara secara umum belum 
menyadari pentingnya suatu informasi 
yang diberikan. Hal ini yang 
menyebabkan kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya ikut serta 
di dalam merumuskan suatu Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) yang akan mejadikan 
wadah bagi masyarakat untuk 
menyampaikan inspirasi yang 
diinginkan. Namun, masyarakat 
menganggap hal-hal yang demikian 
tidak penting karena tidak 
menguntungkan sesaat bagi mereka. 
Merubah pola pikir masyarakat 
diperlukan usaha yang sangat kuat 
dikarenakan lemahnya pendidikan 
yang dapat membuat masyarakat 
mengerti akan pentingnya ikut serta 
dalam kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintahan 
Desa dalam hal ini aparat desa. Hal 
tersebut terjadi karena mata 
pencaharian di Desa Paku Negara 
sebagian besar masyarakatnya sebagai 
petani, sehingga masyarakat sangat 
sibuk dengan pekerjaannya.  
3. Lemahnya kemampuan perencanaan 
di tingkat desa dan masih bersifat 
formalitas, dimana masih 
menggunakan anggaran tahun 
sebelumnya. Kurangnya sumber daya 
manusia yang berkompetensi dalam 
hal wawasan yang tinggi 
menyebabkan lemahnya pemahaman 
mengenai perencanaan yang tinggi, 
terutama dalam hal penyususnan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Sekretaris Desa 
Paku Negara mengatakan bahwa 
dalam penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa selalu 
menemukan kesulitan dalam membuat 
kerangka APBDesa, RPJM-Desa dan 
RPJP-Desa, sehingga dalam menyusun 
anggaran untuk tahun berikutnya 
masih menggunakan anggaran tahun 
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sebelumnya, hal yang demikian yang 
akan membuat suatu rencana yang 
tidak sesuai di tahun sebelumnya akan 
terulangi lagi di tahun berikutnya. 
4. Perbedaan pemahaman standar 
format dokumen penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa bagi pendamping di tingkat 
Kecamatan dan di tingkat Kabupaten, 
sehingga Perangkat Desa dan Lembaga 
Himpunan Desa bingung. Menurut 
hasil wawancara dengan Sekretaris 
Desa Paku Negara menyatakan telah 
membawa berkas Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa ke Kecamatan Pesisir Selatan dan 
Pihak Kecamatan menyatakan sudah 
lengkap, namun saat sampai di Badan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan menyatakan bahwa 
masih banyak kekurangan dan perlu 
banyak perbaikan dan 
penyempurnaan. Dalam hal ini dapat 
dikatakan adanya ketidaksesuaian 
penyampaian antara pihak pemerintah 
daerah dengan kecamatan kepada 
pemerintah desa yaitu Desa Paku 
Negara sehingga membuat 
kesalahpahaman antara kedua belah 
pihak yang bersangkutan. 
5. Belum adanya petugas yang khusus 
yang menghadiri pada saat 
penyusunan Rancangan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa di tiap desa yang ada 
di Kabupaten Pesisir Barat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Lembaga Himpunan Desa Paku Negara 
dalam pembuatan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tidak 
pernah ada petugas yang 
didelegasikan oleh pemeritah daerah 
untuk menghadiri kegiatan tersebut,  
sehingga pihak kabupaten maupun 
kecamatan tidak mengetahui dengan 
pasti bagaimana keadaan sebenarnya 
ketika musyawarah desa diadakan, 
karena sekretaris desa dan kepala 
desa hanya membawa berkas 
Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa ke pihak kecamatan kemudian ke 
kabupaten untuk dievaluasi. 
Maksudnya dari petuagas khusus 
disini ialah petugas yang diberikan 
wewenang oleh pemerintah daerah 
untuk membantu dalam pembuatan 
Rancangan Peraturan Desa agar tidak 
bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi, sehingga terhindarnya 
suatu arti yang tidak relevan atau arti 
yang ganda di dalam Rancangan 
Peraturan Desa tersebut, karena jika 
terjadi suatu arti yang ganda maka 
dapat dijadikan suatu alasan bagi 




oknum-oknum tertentu yang tidak 
kesepaham bahkan bisa dimanfaatkan 
untuk membuat isu yang sifatnya akan 
merusak suatu tatanan yang telah 




Berdasarkan penjelasn di atas, dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
dalam pengelolaan dana desa untuk 
pembangunan desa masih banyak 
permasalahan Pasal 24 Peraturan Bupati 
Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Pekon di 
Kabupaten Pesisir Barat melalui 3 (tiga) 
tahap, yaitu tahap persiapan, evaluasi, dan 
penetapan. Tahap persiapan yaitu 
dilakukan oleh perangkat desa dimulai 
dari rapat membahas Rancangan 
Peraturan Desa mengenai APBDes, 
membuat Rancangan Peraturan Pekon, 
Rancangan Peraturan Pekon tersebut 
dibuat oleh Sekretaris Pekon bersama 
Peratin dan disetujui oleh Badan 
Permusyawaratan Desa, selanjutanya 
dilakukan tahap evaluasi terhadap 
Rancangan Peraturan Pekon tersebut yang 
dilakukan oleh oleh Bupati Pesisir Barat 
sekaligus menetapkan Rancangan 
Peraturan Pekon Paku Negara, dan 
Rancangan Peraturan Pekon tersebut 
ditetapkan menjadi Peraturan Pekon Paku 
Negara. Namun pada tahap persiapan 
proses penyusunan tersebut tidak 
melibatkan masyarakat secara langsung 
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Keuangan Desa 
APBDes tidak mengikutsertakan 
masyarakat. Sumber daya manusia yaitu 
Perangkat Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam 
Menyelenggarakan pemerintahan desa 
masih lemah jika ditinjau dari pemahaman 
dan pelaksanaan sesuai dengan acuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Sulitnya sosialisasi dengan masyarakat, 
kurangnya kesadaran dari masyarakat 
terhadap pentingnya ikut serta dalam 
menentukan APBDes. Lemahnya 
kemampuan perencanaan ditingkat pekon 
dan masih bersifat formalitas, dimana 
masih menggunakan anggaran tahun 
sebelumnya. 
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